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PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BHARAT TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta
pengelolaan informasi, yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance perlu didukung dengan penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

bahwa dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang baik dan terarah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu disusun
dengan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan
Komunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2019-2024.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Menetapkan

10.

11.

12.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
182);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem
Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
57 /KEP/M.KOMINFO/12 /2003 tentang Panduan
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government
Lembaga;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 1);
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 26 Tahun 2017
tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2019 - 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
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organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi
Pamong Praja.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.

6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.

7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik
lainnya.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
MAKSUD

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud untuk menyelenggarakan
pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3
TUJUAN

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk membuat pedoman bagi Organisasi
Perangkat Daerah dalam penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 4

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,terdiri dari :

a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABII . VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE
c. BABIII :  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

d. BABIV : PETA RENCANA STRATEGIS

e. BABV : PENUTUP
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BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak

Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Oktober 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH IS

KABUPATEN PAKPAK BHARAT, | KE ‘ GIAN HUKUM
ttd 42

SAHAT BANUREA
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 34

jdih.pakpakbharatkab.go.id





